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SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 43 TAHUN 2019 

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

: a. bahw a sesua i k e ten tu an  Pasal 91 ayat (4) h u ru f  a  
U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
Pem erin tahan  D aerah, G u b em u r sebagai perw akilan 
pem erin tah  p u sa t m em punyai tu g as d an  wewenang 
m enyelaraskan  pe ren can aan  pem bangunan  a n ta r  
D aerah k a b u p a te n /k o ta  dan  a n ta ra  D aerah provinsi dan  
D aerah k a b u p a te n /k o ta  di w ilayahnya;

b. bahw a u n tu k  m eyelaraskan  p e ren can aan  pem bangunan  
d aerah  sebagaim ana d im aksud  h u ru f  (a), perlu  
m enyusun  ren can a  kerja  pem erin tah an  d aerah  ta h u n  
2 0 2 0 ;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  h u ru f  a  d an  h u ru f  b, perlu  m enetapkan  
P era tu ran  G ubernu r ten tan g  R encana Kerja Pem erintah 
D aerah  Provinsi K alim antan T im ur T ahun  2020;

: 1. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  1956 ten tang
Pem bentukan  D aerah-D aerah  O tonom  Provinsi 
K alim antan B arat, K alim antan S elatan  dan  K alim antan 
Tim ur (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  
1956 Nomor 65, T am bahan  Lem baran Negara Nomor 
1106);

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistem  
P erencanaan  Pem bangunan  Nasional (Lem baran Negara 
Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2007 ten tan g
R encana Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang N asional 
T ahun  2005-2025 (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2007 Nomor 33, T am bahan  Lem baran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4700);

j a l a n  G a j a h  M a d a  N o m o r  2  S a m a r i n d a  K o d e  P o s  7 5 1 2 1  K a l i m a n t a n  T i m u r  

T e l e p o n  : ( 0 5 4 1 )  7 3 3 3 3 3  F a x  ( 0 5 4 1 )  7 3 7 7 6 2 - 7 4 2 1 1 1  

W e s i t e  : h t t p : / / k a l t i m p r o v . g o . i d

http://kaltimprov.go.id
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Dan Rencana Keija Pemerintah 
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 
2008 Nomor 5);
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11. P era tu ran  D aerah Provinsi K alim antan  Tim ur Nomor 2 
T ahun  2019 ten tan g  R encana Pem bangunan  Ja n g k a  
M enengah D aerah Provinsi K alim antan Tim ur T ahun  
2019-2023 (Lem baran D aerah  Provinsi K alim antan 
T im ur T ahun  2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
TAHUN 2020.

Pasal 1

R encana Keija Pem erin tah  D aerah  (RKPD) Provinsi K alim antan T im ur T ahun  
2020 m eru p ak an  p en jabaran  dari a ra h  tem atik  pem bangunan  RPJMD 
Provinsi K alim antan  T im ur T ahun  2019-2023 periode ke-II d an  d isu su n  
dengan berpedom an pad a  RKP d an  program  stra teg is nasional se rta  pedom an 
p e n y u su n an  RKPD yang d ite tap k an  oleh Pem erin tah  P usat, yang m em uat :
a. ran can g an  kerangka  ekonom i D aerah,
b. p rio ritas p em bangunan  D aerah, dan
c. ren can a  ke ija  dan  p en d an aan  u n tu k  jan g k a  w aktu  1 (satu) ta h u n .

Pasal 2

RKPD Provinsi K alim antan  T im ur T ahun  2019, sebagaim ana  d im aksud  dalam  
Pasal 1 terdiri dari :
BAB I. 
BAB II. 
BAB III. 
BAB IV. 
BAB V. 
BAB VI. 
BAB VII. 
BAB VIII

P endahu luan ;
G am baran  U m um  Kondisi D aerah;
K erangka Ekonom i D aerah d an  K euanganD aerah; 
S asa ran  dan  Prioritas Pem bangunanD aerah ;
Arah Kebijakan Pem banguna.n K abupaten /K ota ; 
R encana Keija d an  P endanaan  D aerah;
K ineija Penyelenggaraan Pem erin tah  D aerah 
P enu tup .

Pasal 3

R incian lebih lan ju t RKPD Provinsi K alim antan  Tim ur T ahun  2020 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 2, te rcan tu m  dalam  Lam piran yang 
m erupakan  bagian  tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  G u b ern u r ini.

Pasal 4

RKPD Provinsi K alim antan T im ur T ahun  2020 sebagaim ana  d im aksud  pada 
pasal m e n ja d i:
a. pedom an p e ru m u san  penyem purnaan  ran can g an  ak h ir Renja Perangkat 

D aerah  di lingkungan  Provinsi K alim antan T im ur T ahun  2020;
b. pedom an penyelarasan  p rio ritas p em bangunan  ta h u n  2020 

k a b u p a te n /k o ta  di lingkungan Provinsi K alim antan  Tim ur dengan 
p rio ritas p em bangunan  Provinsi K alim antan T im ur T ahun  2020; dan

c. pedom an p e n y u su n an  R ancangan Kebijakan Um um  APBD serta  
R ancangan  Prioritas d an  Plafon A nggaran S em en tara  Provinsi 
K alim antan T im ur T ahun  2020.
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Pasal 5

G ubernu r K alim antan  T im ur m enyam paikan  RKPD Provinsi K alim antan  Tim ur 
T ahun  2020 kepada  M enteri D alam  Negeri Republik Indonesia  bersam aan  
dengan Penyam paian  R ancangan  P era tu ran  D aerah  ten tan g  APBD Provinsi 
K alim antan T im ur T ahun  2020.

P era tu ran  G ub ern u r ini m ulai berlaku  pad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran  
G ub ern u r ini dengan  penem patannya  dalam  B erita D aerah Provinsi 
K alim antan Timur.

D iundangkan  di S am arinda  
pad a  tanggal 27 J u n i  2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SAT3ANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 44.

Pasal 6

D itetapkan  di S am arinda  
pad a  tanggal 27 J u n i  2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



BAB 8 

PENUTUP

Re cana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan 
pelaksanaan tahun kedua perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 
dalam periode 2019-2023. Dengan Tema “Pengembangan Kompetensi SDM, 
Pemanfaatan Teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai 
Tambah Ekonomi” mengindikasikan perencanaan pembangunan tahun 2020 
dititikberatkan pada penguatan aspek-aspek yang mendukung nilai tambah 
ekonomi yaitu: (1) terpenuhinya sumber daya manusia dan teknologi, (2) 
infrastruktur yang mendukung produksi pertanian dalam arti luas, serta (3) 
penguatan pengawasan birokrasi dalam rangka pemanfaatan kawasan.

Penyusunan RKPD tahun 2020, dilakukan melalui berbagai forum 
koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kab/kota, Perangkat Daerah, 
lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, 
dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan
rencana keija yang baik.

!
i

Kebjerhasilan pelaksanaan Rencana Keija Pembangunan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2020 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, 
ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, aparat 
Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota se- 
Kalimantan Timur, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama 
masyarakLt termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan 
sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program 
pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 agar lebih 
bersinergij dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati 
secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan 
seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas government
spending utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam
pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk
mencapai target dan sasaran RKPD tahun 2020.

8.1 Kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 memerlukan 

langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang 
pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan 
RKPD 2019 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek 
pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:
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1. RKPD 
Timur

Tahun 2020 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tahun 2020 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku

Kepenungan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, 
harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efeiseinsi dan 
efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2020;

3. RKPD tahun 2020 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan 
Umuni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon 
Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020;

4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
wajib jmenyesuaikan Rencana Keija (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 
dengan mengacu pada RKPD Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan 
sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan 
Renja K/L 2020 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2020;

5. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2020, pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan
pemba!ngunan yang tercantum dalam RKPD tahun 2020 wajib dilaksanakan 
oleh sjeluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan 
untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang 
telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan 
efektifJ akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas 
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang 
menjadi kewenangan kepada gubemur dan masyarakat umum, sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, 
baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan 
pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan 
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Gubemur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan 
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 
pada setiap satuan keija pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan)
untuk
tahun

selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
2 0 2 0 ;

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan 
hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut 
akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Keija Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2021;



- 3 -

9. R encana Kerja Pem erintah D aerah Provinsi K alim antan Tim ur T ahun  2020 

berlaku  sejak  tanggal d ite tapkan  sam pai dengan ak h ir ta h u n  2020. Langkah- 

langkah  pers iapan  dim ulai sejak  tanggal d ite tapkannya  dokum en  hingga 

m asa  pe laksanaannya.

Sam arinda, 27 J u n i  2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

Salinan  sesu a i dengan  aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM 

KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19620527 198503 1 006


